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RINGKASAN

Konflik kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus korups simulator
Surat ljin Mengemudi (SIM) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korups (KPK)
dengan Kepolisan Republik Indonesia (Polri) berawa dari adanya perbedaan
penafsiran terkait wewenang yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Perbedaan
penafsiran tersebut menjadi latar belakang timbulnya overlapping (tumpang tindih)
kewenangan penyidikan terhadap kasus tersebut. Secara garis besar, Polri berwenang
terhadap semua tindak pidana yang berlaku dalam KUHP maupun diluar KUHP
(termasuk tindak pidana korups)) namun perlu disadari adanya asas lex specialis
derogate lex generalis membuat kedudukan KPK semakin kuat dalam penyelidikan,
penyidikan bahkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perdebatan kewenangan tersebut tidak hanya melibatkan KPK dengan Polri
sgja, namun turut melibatkan beberapa pakar hukum terkait kasus tersebut. Legal
opinion dari beberapa pakar hukum nyatanya menimbulkan permasalahan baru dengan
pendapat yang setuju penanganan kasus korupsi simulator SIM menjadi wewenang
KPK, pendapat yang setuju penanganan diserahkan ke Polri, penilaian yang mendukung
sengketa kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, serta terdapat
pihak yang menyatakan tidak bisa di gukan ke Mahkamah Konstitus karena KPK
terganjal dengan hak gugat atau legal standing. Ketidak pastian penyelesaian kasus
tersebut membuat presiden Susilo Bambang Y udhoyono mengambil sikap melalui
pidato politiknya yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi
simulator SIM akan diserahkan kepada KPK. Sekilas langkah presiden tersebut tidak
ada yang salah, namun langkah tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum
dan kontra produktif terhadap semangat negara hukum yang terdapat dalam konstitusi.

Eksistenss Mahkamah Konstitusi sebaga lembaga negara yang berwenang
memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) diharapkan mampu menyudahi sengketa antara KPK dengan Polri. Harapan
penyelesaian sengketa tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan karena terdapat
beberapa kendala menyangkut hak gugat (legal standing) yang dipunya oleh KPK.
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Seperti diketahui bahwa yang dapat beracara SKLN di Mahkamah Konstitusi hanya
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, sedangkan dasar
hukum dan wewenang yang dimiliki KPK hanya diberikan oleh Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 005/PUU-1V/2006 perihal pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945
merupakan angin segar bagi KPK untuk mengajukan gugatan SKLN kepada Mahkamah
Konstitusi. Melaui pertimbangan putusan tersebut disebutkan bahwa ha diatur atau
tidaknya suatu lembaga negara dalam UUD NRI 1945 tidak boleh ditafsirkan sebagai
satu-satunya faktor yang menentukan dergjat konstitusional lembaga negara yang
bersangkutan. Sebagai contoh, diaturnya Polri dalam UUD NRI 1945 dibandingkan
dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai Kegjaksaan Agung dalam UUD NRI 1945,
tidak dapat diartikan bahwa UUD NRI 1945 memandang Polri lebih penting ataupun
lebih tinggi kedudukan konstitusionalnya dari pada K gjaksaan Agung.

Penafsiran terkait hubungan antar lembaga negara yang digambarkan melalui
putusan Nomor 005/PUU-1V/2006 tersebut memperkuat kedudukan KPK dalam
beracara di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitus tersebut harusiah
diutamakan karena salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter
of congtitution dan produk hukum dari Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan
sebuah Undang-Undang sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap seggar
dengan Undang-Undang sedangkan pendapat ahli melalui buku dan jurnal penelitiannya
hanya sebatas dokrin atau bahkan bukan doktrin, karena kualifikasi pendapat ahli dapat
dikategorikan sebagai dokrin mana kala pendapat tersebut dianut oleh sebagian negara
dan menjadi rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di sebuah
negara. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap SKLN antara KPK
dengan Polri dalam kasus korupsi simulator SIM haruslah diselesaikan melaui jalur
litigasi dengan pengajuan perkara kepada Mahkamah Konstitusi.
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